ABSTRAK

Maman Abdur Rahman, 2024: Model Penegakan Hukum Eksekusi Putusan
Kewajiban Ayah sebagai PNS atas Nafkah Anak Pasca Perceraian pada
Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan
Prospek Pengembangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Penegakan hukum atas kewajiban ayah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
untuk memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian sering kali menjadi isu
yang kompleks. Meskipun pengadilan agama memiliki kewenangan untuk
memutuskan perkara perceraian dan kewajiban nafkah, namun eksekusi putusan
tersebut dapat menghadapi berbagai tantangan, diantaranya ketidakpatuhan ayah
untuk memberi nafkah kepada anaknya. Studi yang berfokus pada Pengadilan
Tinggi Agama (PTA) Bengkulu ini bertujuan untuk mengeksplorasi model
penegakan hukum eksekusi putusan terkait kewajiban nafkah anak karena PTA
Bengkulu telah menerapkan interkoneksi sistem dalam eksekusi pembiayaan hak
perempuan dan anak pasca perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ayah sebagai PNS
tidak memenuhi kewajiban terhadap nafkah anak pasca perceraian, proses eksekusi
putusan hakim terkait kewajiban ini, model eksekusi putusan Hakim di Pengadilan
Agama di Wilayah PTA Bengkulu, dan prospek pengembangan model tersebut.

Untuk menjawab permasalahan penelitian, penulis menggunakan teori
yaitu: Grand Theory (teori utama) menggunakan teori Mashlahah Imam Al-
Ghazali, middle theory (teori menengah) menggunakan teori Kekuasaan
Kehakiman dan applied theory (teori aplikasi) menggunakan teori Pembaharuan
Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan
yuridis empiris, dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara,
dokumentasi dan kepustakaan, setelah data didapat kemudian dilakukan teknis
analisis data secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas
dengan melakukan penyajian data, reduksi data, verifikasi data/interprestasi data
dan penarikan kesimpulan yang dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Ada beberapa faktor yang menyebabkan
ayah sebagai PNS tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak pasca perceraian,
diantaranya faktor ekonomi, faktor ketidaksadaran suami, faktor pemahaman dan
faktor tidak percayanya. 2) Eksekusi putusan terkait nafkah anak pasca perceraian
mirip dengan proses eksekusi pembayaran uang 3) Pengadilan Agama di wilayah
PTA Bengkulu menggunakan aplikasi Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan
Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (E-Mosi Caper) untuk memantau
pelaksanaan kewajiban nafkah. Aplikasi ini membantu dalam pemantauan dan
eksekusi kewajiban nafkah pasca perceraian. 4) Pengembangan model eksekusi
dapat dilakukan dengan menyelaraskan peraturan, membentuk tim implementasi,
memperkuat sistem informasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat.



ABSTRACT

Maman Abdur Rahman, 2024: Law Enforcement Model For The Execution Of
The Decision Regarding The Father’s Obligation As A Civil Servant For Child
Support After Divorce On Religious Courts In Bengkulu High Religious Court
Area And Its Prospect In The Indonesian Legal System

Legal enforcement of fathers' obligations as a Civil Servant (PNS) to
provide support for children after divorce becomes a complex issue. Even though
religious courts have the authority to decide divorce cases and maintenance
obligations, the execution of these decisions encounters various challenges,
including the father's failure to provide supports for his child. This study, which
focuses on the Bengkulu High Religious Court (PTA Bengkulu), aims at exploring
the law enforcement model for executing decisions regarding child support
obligations because the PTA Bengkulu has implemented an interconnection system
in executing the financing of women's and children's rights after divorce.

The research objectives are to anylizes the reasons why fathers as civil
servants do not fulfill their obligations towards child support after divorce, the
process of executing judges' decisions regarding these obligations, the model for
executing judges' decisions in the Religious Courts in the PTA Bengkulu Region,
and the prospects for developing this model.

To answer research problems, the author applyied grand theory using Imam
Al-Ghazali's Mashlahah theory, middle theory using the theory of Judicial Power
theory, and applied theory using the theory of Islamic Family Law Reform theory.

This research employed descriptive analytical methods with an empirical
juridical approach, and data collection techniques through observation, interviews,
documentation, and literature. After the data is obtained, technical data analysis is
carried out interactively and continues perpetually until completion by presenting
data, reducing data, verifying data/data interpretation and drawing conclusions
eanalyzed descriptively.

The research results showed: 1) There are several factors that cause a father
as civil servants disobeys his obligation to their child after divorce, including
economic factors, husbands' unawareness factors, understanding factors, and
distrust factors. 2) The execution of decisions regarding post-divorce child support
is similar to the process of executing money payments. 3) The Religious Court in
the PTA Bengkulu area uses the Electronic Monitoring Execution of Post-Divorce
Women's and Children's Support (E-Mosi Caper) application to monitor the
implementation of support obligations. This application helps in monitoring and
executing post-divorce maintenance obligations. 4) Developing an execution model
can be implemented by harmonizing regulations, forming an implementation team,
strengthening information systems, and increasing public awareness.
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